BAB I1

LANDASAN TEORI

2.1.  Uraian Teori
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana
banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan
tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.

2. Pelanggaran pidana.

3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.’

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang
atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan,
maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.®

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau
rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau
peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan
penghukuman”? Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang
berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab,

kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi dolus dan

7 Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana, Aksara Baru, Jakarta,
1987, hal.. 32.

¥ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. 1991, hal. 11.

’ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.. 62.
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culpulate."’
Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana
adalah membicarakan tiga hal, yaitu :
1. Perbuatan yang dilarang.
Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan
yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat
dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.
Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu:
setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas
perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan.
Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang
dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik
hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan. "
Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan
“Straafbaarfeit” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang
hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang
sebenarnya dimaksud dengan perkataan “Straafbaarfeit”."?
Perkataan “feif” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian

dari suatu kenyataan™ atau “een gedeele van werkwlijkheid” sedang “straaf baar”

' Ibid, hal. 63.
" Pipin Syarifin, Op.Cit, hal. 44.
"2 Ibid., hal. 45.
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berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “straafbaarfeit” itu dapat
diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh
karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia
sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.'

Pembentuk undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai
apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “straafbaarfeit” sehingga
timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “straafbaarfeit "

Hazewinkel Suringa dalam Hilman memberi defenisi tentang
“straafbaarfeit” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah
ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus
ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat
memaksa yang terdapat didalamnya."®

Selanjutnya Van Hamel dalam EY Kanter dan SR Sianturi memberi
defenisi tentang “‘straafbaarfeif” sebagai suatu serangan atas suatu ancaman
terhadap hak-hak orang lain.'®

Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi straafbaarfeit
dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)
yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

3 PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 1997,
hal. 181

"“Ibid.

15 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992 hal. 21

16 EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika,
Jakarta, 2003, hal. 102.
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terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya kepentingan umum.'”

Simons memberi defenisi “straafbaarfeit” adalah sebagai suatu tindakan
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan
sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan
yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di
pakai sebagai pengganti perkataan straafbaarfeit, yang berasal dari Bahasa
Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.
Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah
perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau
secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di
antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di
sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggungjawab atas segala
perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan
dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu
mudah , peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul
tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggungjawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana
Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan

7 Ibid., hal. 103.
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hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi
syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau
bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan
atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu
dapat dipertanggungjawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan
(Nulla poena sine culpa)."®

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya
pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu
bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan
apabila ia tidak mampu untuk di pertanggungjawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan
rumusan tentang pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum
pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban
pidana yaitu :

a. Simons dalam Hilman Hadikusuma "
Simons menyatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai
suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan
sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya,
kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.
b. Van Hamel dalam EY Kanter dan SR Sianturi *°

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu

'8 Ibid., hal. 105.
' Hilman Hadikusuma, Op.Cit., hal. 103.
* EY Kanter dan SR Sianturi, Op.Cit, hal. 104.
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keadaan normalitas psyhis dan kematangan yang membawa adanya

kemampuan pada diri perilaku.

c. Van Bemmelen dalam EY Kanter dan SR Sianturi %'

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan

ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1.

10.

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven)
dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam
buku III.

Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil
(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten).
Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana
sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana dengan tidak disengaja
(culpose delicten).

Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta
commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak
pidana omisi (delicta omissionis).

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam
waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum
dan tindak pidana khusus.

Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak
pidana communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak
pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas
pribadi tertentu).

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka
dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak
pidana aduan (klacht delicten).

Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eencoudige delicten),
tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak
pidana yang diperingan (gequalifeceerde delicten) dan tindak pidana
yang diperingan (gepriviligieerde delicten).

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang
dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap

2 Ibid., hal. 105.
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harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama
baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,
dibedakan antara tindak pidana tunggal (ekelovoudige delicten) dan
tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).*

Walaupun dasar pembedaan itu terdapat titik lemah, karena tidak
menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu semuanya itu bersifat
demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang
kerana dimuatnya dalam undang-undang.

Contohnya sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal
489 KUHP, Pasal 490 KUHP atau Pasal 506 KUHP yang masuk pelanggaran
pada dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum
dimuatnya dalam undang-undang. Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 198,
Pasal 344 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah
dimuat dalam undang-undang.”

Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti
jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan
pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan
lebih didominir dengan ancaman pidana penjara.

Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran

secara tajam dalam KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum

pidana materiil, antara lain yaitu:

> Kompasiana, “Pengertian Tindak Pidana”, http./hukum.kompasiana.com/2011/10/
18/pengertian-tindak-pidana/, Diakses tanggal 10 November 2014

» Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2002, hal. 120
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1. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap
percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan
pelanggaran.

2. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan
dalam hal kejahtan, dan tidak dalam hal pelanggaran.

3. Azas personaliteit hanya berlaku pada warga negara RI yang
melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) diwilayah hukum RI yang
menurut hukum pidana Negara asing tersebut adalah berupa perbuatan
yang diancam pidana.

4. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus
atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi
adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak, maka pengurus, anggota
pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada
kejahatan.

5. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana
terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan
saja, dan tidak pada jenis pelanggaran.

6. Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut
pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek
daripada kejahatan.

7. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah
dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan
serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai,
hanyalah berlaku pada pelanggaran saja.

8. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam
pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang-
undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas.

9. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang
dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran.

10. Dalam hal penadahan, benda obyek penadahan haruslah oleh dari
kejahatan saja, dan bukan dari pelanggaran.

11. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya
diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum
Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran
jabatan.

12. Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan
antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang
menggunakan sisten hisapan yang diperberat dengan perbarengan
perbuatan anatara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran

dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni.**

* Kompasiana, Op.Cit.
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Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian
rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah
melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak
memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari
perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada
perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan
pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah
pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan
akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang
bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting.
Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian
orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk
selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada
selesainya wujud perbuatan.

Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada
sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan
pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. misalnya wujud membacok telah
selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi
jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa

korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.
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2.1.2. Pengertian Penipuan

Penipuan berasal dari kata dasar tipu yang berarti perbuatan atau perkataan
yang tidak jujur, bohong, dusta, palsu dan sebagaimana dengan maksud dan
tujuan untuk menyesatkan, mengakali.”

Tindak pidana penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP
dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Titel asli bab ini adalah bedrog yang oleh
banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga menerjemahkannya
sebagai perbuatan curang.”

Tiga karakteristik yang sering dihubungkan dengan penipuan, yaitu:

1. Pencurian sesuatu yang berharga, seperti uang tunai, persediaan, peralatan,
atau data.

2. Konversi asset yang dicuri ke dalam uang tunai.

3. Penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian.?’

Perbuatan menipu itu adalah suatu perbuatan yang dapat memperdaya
seorang yang berpikiran normal. Contohnya mengadakan jual beli barang yang
berkualitas tinggi, tetapi penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli
dengan kualitas rendah sehingga pembeli barang tersebut ditipu oleh si penjual
barang tadi.”®

Pelaku penipuan biasanya mempunyai alasan atau rasionalisasi yang

membuat mereka merasa perilaku yang illegal tersebut sebagai sesuatu yang

** Indrawan, Op.Cit, Hal. 533.

2 Adami Chazawi, Op.Cit, hal. 115.
*"UG Community, Op.Cit.

% Pipin Syarifin, Op.Cit, Hal. 105.
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wajar. Para pelaku membuat rasionalisasi bahwa mereka sebenarnya tidak benar-
benar berlaku tidak jujur atau bahwa alasan mereka melakukan penipuan lebih

penting daripada kejujuran dan integritas.

2.1.3. Tindak Pidana Penipuan
Tindak pidana penipuan yang diatur dalam buku II bab XXV pasal 378-
395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana

penipuan dalam KUHP yaitu seperti yang tersaji dalam pembahasan berikut.

1. Penipuan Dalam Bentuk Pokok

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik
menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun
dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya
menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulakan bahwa dalam penipuan tidak
menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk
mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran
penuh.

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo
merumuskan sebagai berikut :

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya:

a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau
menghapuskan piutang.
b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri

atau orang lain dengan melawan hak.
c. Membujuknya itu dengan memakai :
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1) Nama palsu atau keadaan palsu
2) Akal cerdik (tipu muslihat) atau
3) Karangan perkataan bohong

2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang,
sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila
mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat
demikian itu.

3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus
kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan
barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain
dipenuhinya.

4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika
dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang
tersebut dalam Pasal 367 jo 394.%°

Memang sifat hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan
mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative
di dalam Pasal 378 KUHP.

Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, “sifat

umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh

karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.”’

Sebagai cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat
Bassar menyebutkan :

1. Menggunakan nama palsu
Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang
sebenarnya, akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang
lain yang sama namanya dengan ia sendiri, maka ia tidak dapat
dikatakan menggunakan nama palsu, tetapi ia dapat dipersalahkan
melakukan “tipu muslihat” atau “susunan belit dusta”.

2. Menggunakan kedudukan palsu
Seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan
kedudukan palsu.

3. Menggunakan tipu muslihat

# R. Soesilo, Op.Cit, hal. 261
% M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, Remaja Karya,
Bandung, 1986, hal. 81.

20
UNIVERSITASMEDAN AREA



Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang
dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang
sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang
sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat
mengelabuhi orang yang biasanya berhati-hati.
4. Menggunakan susunan belit dusta
Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga
merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul
dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya. Akal tipu ini
suka.’!
Unsur-unsur penipuan pokok tersebut dapat dirumuskan:
a. Unsur-unsur objektif:
1. Perbuatan: menggerakkan atau membujuk;
2. Yang digerakkan: orang
3. Perbuatan tersebut bertujuan agar:
a) Orang lain menyerahkan suatu benda;
b) Orang lain memberi hutang; dan
¢) Orang lain menghapuskan piutang.
4. Menggerakkan tersebut dengan memakai:
a) Nama palsu;
b) Tipu muslihat,
c) Martabat palsu; dan
d) Rangkaian kebohongan.
b. Unsur-unsur subjektif:

1. Dengan maksud (met het oogmerk);

2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

3Ibid, hal. 82.
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3. Dengan melawan hukum.

Unsur subyektif dengan maksud adalah kesengajaan. Ada tiga corak
kesengajaan yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan.
b. Kesengajaan dengan sadar kepastian.
c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Dengan maksud diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan
tindakan lain untuk mencapai maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan
dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan
yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.*

Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan
hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat
penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui arti
melawan hukum menurut Sudarto dalam Kansil ada tiga pendapat yaitu :

a. Bertentangan dengan hukum.

b. Bertentangan dengan hak ( subyektif recht ) orang lain.

c. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan
hukum.*

Pengertian melawan hukum menurut sifatnya juga dibedakan menjadi dua
yaitu:

1. Melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat
melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan

3 CST Kancil, dkk, Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional, Jala Permata
Aksara, Jakarta, 2009, hal. 47.
* Ibid, hal. 48.

22
UNIVERSITASMEDAN AREA



sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang sifat hukumnya
perbuatan itu dapat haus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-
undang, jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan
melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang ( hukum
tertulis )

2. Melawan hukum yang bersifat materiil yaitu suatu perbuatan itu
melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-
undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-
asas hukum yang tidak tertulis, sifat melawan hukumnya perbuatan
yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus
berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-
aturan yang tidak tertulis.**

Sedangkan menurut Moch. Anwar dalam Ismu Gunadi:

Melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku
didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau
tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila
keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau
pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari
alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh
keuntungan itu. Jadi ada hubungan kasual antara penggunaan alat-alat
penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperoleh dengan alat-alat
penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperoleh. Meskipun
keuntungan itu mungkin bersifat wajar, naum apabila diperoleh dengan
alat-alat penggerak atau pembujuk tersebut di atas, tetap keuntungan itu
akan bersifat melawan hukum.*

Adapun arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau
nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada
umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Tetapi
menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh setiap keuntungan yang
dihubungkan dengan perbuatan penipuan itu atau yang berhubungan dengan
akibat perbuatan penipuan, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian
barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai

termasuk juga pengertian menguntungkan.

* Ismu Gunadi, dkk, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Prestasi Pustaka,
Jakarta, 2011, hal. 57.
3 Ibid, hal. 58.
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Alat pembujuk atau penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan
membujuk atau menggerakan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas
empat jenis cara yaitu :

1. Nama palsu.
Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain,
bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga
termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk
juga nama tambahan dengan syarat yang harus tidak dikenal oleh
orang lain.

2. Keadaan atau sifat palsu.
Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang,
bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan
hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang
swasta mengaku anggota polisi, atau mengaku petugas PLN.

3. Rangkaian kata-kata bohong.
Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang
diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat
penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang
diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat
diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu
tersusun hingga kata-kata yang satu membenarkan atau memperkuat
kata yang lain.

4. Tipu muslihat
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian
rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau
keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak
terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan suatu perbuatan
saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukan surat-
surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu
muslihat.

Keempat alat pembujuk atau pengﬁgerak ini dapat dipergunakan secara

alternatif maupun secara komulatif.

Unsur obyektif membujuk atau menggerakan orang agar menyerahkan,
sebenarnya lebih tepat dipergunakan istilah menggerakkan dari pada istilah
membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan ( levering )
dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuaan menggerakkan orang untuk

menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kasual antara alat penggerak itu

38 Ibid.
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dan penyerahan barang dan sebagainya.

Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan
alat penggerak atau pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan
pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak
atau pembujuk itu. Alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam
jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psychee dari korban karena
penggunaan alat penggerak atau pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga
orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu
korban tidak akan tergerak psycheenya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi.

Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu
situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu
terpedaya karenanya.

Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau
memahami, bahwa alat-alat penggerak atau pembujuk itu tidak benar atau
bertentangan dengan kebenaran, maka psycheenya tidak tergerak dan karenanya ia
tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psycheenya tidak tergerak
dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya, hingga dengan demikian tidak
terdapat perbuatan penggerakan atau membujuk dengan alat-alat penggerak atau
pembujuk, meskipun orang lain menyerahkan barangnya.

Kata-kata untuk mengadakan suatu perikatan utang di dalam rumusan
tindak pidana penipuan, oleh beberapa orang penerjemah WVS telah diartikan
secara tidak sama, yakni ada yang telah menerjemahkan dengan kata-kata supaya

memberi utang dan ada pula yang telah menerjemahkan dengan kata-kata supaya
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membuat utang.

Kata-kata perikatan utang dalam rumusan Pasal 378 KUHP itu
mempunyai arti yang sifatnya umum menurut tata bahasa, dan bukan mempunyai
artt menurut BW. Perikatan utang seperti itu dapat dibuat dalam berbagai
perjanjian kredit di depan notaries, akan tetapi juga dapat dibuat dalam berbagai
bentuk tulisan, misalnya dalam bentuk kwitansi yang harus ditandatangani oleh
orang yang ditipu seolah-olah orang tersebut mempunyai utang sebesar uang yang

dinyatakan diatas kertas segel tersebut.

2. Tindak Pidana Penipuan Ringan

Penipuan ringan telah dirumuskan dalam Pasal 379 KUHP yang
berbunyi: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 jika benda yang
diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak
lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara
paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00

Unsur-unsur penipuan ringan adalah:

a. Semua unsur yang merupakan unsur pada Pasal 378 KUHP
b. Unsur-unsur khusus, yaitu:

1) Benda objek bukan ternak;

2) Nilainya tidak lebih dari Rp. 250, 00- Selain penipuan ringan yang
terdapat menurut Pasal 379 di atas, juga terdapat pada Pasal 384 dengan
dinamakan (bedrog) penipuan ringan tentang perbuatan curang oleh
seorang penjual terhadap pembeli adalah dengan rumusan: Perbuatan yang

dirumuskan dalam Pasal 383 dikenai pidana paling lama 3 bulan dan
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denda paling banyak Rp. 900,00- jika jumlah keuntungan tidak lebih dari

Rp. 250.000.

3) Penipuan dalam Jual Beli. Penipuan dalam hal jual beli digolongkan
menjadi 2 bentuk, yaitu; penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang
diatur dalam Pasal 379a dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang
diatur dalam Pasal 383 dan 386.

4) Penipuan yang dilakukan oleh pembeli. Menurut Pasal 379a yang
berbunyi:

Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk

membeli benda-benda, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran

seluruhnya, memastikan kekuasaanya terhadap benda-benda itu, untuk diri

sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4

tahun.

Kejahatan ini dinamakan flessentrekkerij. Dan baru dimuat dalam KUHP
pada Tahun 1930. Kejahatan ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu
orang yang biasanya membeli secara bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau
orang lain dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas. Model yang
dilakukan biasanya dengan mencicil atau kredit. Dengan barang yang sudah
diserahkan apabila pembeli tidak membayarnya lunas, sehingga merugikan
penjual. Dalam hukum perdata hal ini disebut wan prestasi. Akan tetapi, apabila

sudah dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan seperti maksud semula tidak

ingin membayar lunas, maka disebut tindak pidana.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian bertitik tolak dari tindak pidana penipuan
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yang dilakukan pelaku melalui pembayaran dengan cek kosong. Di dalam KUHP
tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (oplichthing)
dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP,
memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam
20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan
dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan
nama bedrog atau perbuatan curang.’’

Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut :
Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau
orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik
dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan
perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang,
membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan,
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam
rumusan Pasal 378 KUHP di atas maka dapat dijelaskan penipuan adalah tindakan
seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan
palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian
kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa
yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas
bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian
perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang

seakan-akan benar.>®

37 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar, Refika Aditama, Jakarta,
2011, hal. 108.
3% Indrawan, tanpa tahun, Kamus Bahasa Indonesia, Jombang: Lintas Media, hal. 533.
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Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan
sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu
adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk
meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan
menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan idak diketahui identitasnya,
begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan
perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat
tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan
kepidak kepolisan.”® Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak
melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang
pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala
besar.

Penipuan dalam kapasitas ini adalah penipuan cek kosong. Cek Giro
Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam
tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo
tidak cukup atau Rekening telah ditutup.*

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dilandasri oleh kerangka
pemikiran yang didasarkan upaya-upaya pelaku penipuan untuk menunaikan
niatnya untuk melakukan penipuan dengan cara melakukan pembayaran

mempergunakan cek kosong.

39 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2008, hal. 152

0 Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha
Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong
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2.3. Hipotesis

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hypotesa sangat perlu dalam
melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu
kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat
sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan/pembahasan Skripsi. Artinya
harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya
dapat ditarik suatu kesimpulan.

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing

berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan.

Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-

perkiraan yang maish harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau
berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.”*!

Dari uraian diatas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembayaran melalui cek giro
kosong ditemukan dalam ketentuan Pasal 378 KUHP.

2. Pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana pembayaran melalui cek
giro kosong adalah pihak perbankan dan juga pihak kepolisian.

3. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pembayaran melalui
cek giro kosong maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara
selama pelaku dapat dibuktikan melakukan perbuatan yang didakwakan

kepadanya.

*! Syamsul Arifin, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan Area
University Press, Medan, 2012, hal. 38.
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